BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analis yang telah Peneliti uraiakan di atas, berikut akan

disampaikan kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1.

Cashback memenuhi seluruh unsur untuk dapat dikategorikan sebagai
penghasilan yang dapat dikenakan pajak sebagaimana ketentuan Pasal
4 ayat 1 UU PPh. Pertama, tambahan saldo ataupun poin yang yang
diterima oleh konsumen dari dari platform e-commerce merupakan
tambahan kemampuan ekonomis bagi penerima cashback. Kedua,
penggunaan cashback pada pembelanjaan berikutnya maupun sebagai
investasi memenuhi unsur dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan. Ketiga, cashback yang berasal dari platform e-
commerce merupakan penghasilan bagi penerima cashback tanpa
melihat dari mana sumber penghasilan tersebut. Keempat, cashback
berupa tambahan saldo atau poin merupakan penghasilan dalam nama
dan bentuk apapun.

Mempertimbangkan masifnya pemberian cashback dan nominal
pemberian cashback yang relatif kecil, penerapan withholding tax dengan
skema PPh final yang penghitungan pajak terutangnya didasarkan pada
jumlah cashback yang diterima atas setiap transaksi merupakan
rekomendasi kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan. Withholding
tax memberikan kemudahan bagi penerima cashback selaku subjek pajak
penghasilan dari transaksi cashback dalam melakukan kewajiban
perpajakannya. Penunujukan pihak ketiga sebagai pemotong pajak juga
dapat meminimalisir admistration cost dan compliance cost baik bagi
otoritas perpajakan maupun penerima cashback. Dilain sisi penerapan
withholding tax dapat menambah beban administrasi bagi platform e-
commerce. Dalam hal penentuan tarif pajak yang efektif dalam
pengenaan pajak penghasilan atas cashback perlu dibuat kajian yang

lebih mendalam, agar jangan sampai tarif pajak yang tidak efektif justru
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akan menghambat pertumbuhan e-commerce dan menurunkan minat

masyarakat untuk melakukan transaksi pada platform e-commerce.

B. Saran

1.

Undang-undang Pajak Penghasilan dan ketentuan perpajakan yang ada
saat ini belum ada yang mengatur secara khusus terkait dengan pajak
penghasilan atas cashback. Melihat terdapatnya potensi pajak atas
cashback diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat melalui Direktorat
Peraturan Perpajakan Il dapat merumuskan suatu ketentuan perpajakan
atas cashback yang melingkupi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak,
dasar pengenaan pajak serta sistem pemungutan pajak dalam bentuk
Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai payung hukum agar dapat
mengakomodir pengaturan pajak penghasilan atas cashback.

Penerapan withholding tax dalam pemungutan pajak penghasilan atas
cashback harus diikuti dengan pengaturan terkait dengan simplikasi bukti
pemotongan pajak, mengingat aturan terkait dengan hal tersebut saat ini
belum mengakomodir transaksi yang sifatnya masif seperti cashback.
Dalam withholding tax, pemotong pajak yang ditunjuk harus membuat
bukti potong atas setiap transaksi dan penerima cashback harus
melaporkannya dalam SPT Tahunan. Selain itu juga diperlukan
pengaturan mengenai kode pajak dan kode jenis setoran khusus atas
cashback untuk memudahkan otoritas perpajakan untuk melakukan

pengawasan.
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Lampiran 1
Daftar Pertanyaan Utama kepada Key Informan

No SubBagian Key Informan Daftar Pertanyaan Utama
1. | Perkembangan | 1. Badan 1. Bagaimana pandangan Saudara
e-commerce di Kebijakan terkait dengan perkembangan
Indonesia dan Fiskal industri e-commerce di
Potensi 2. Direktorat Indonesia?
Peraturan 2. Atas perkembangan yang
Perpajakan terjadi, apakah berdampak pada

Il penerimaan Pajak di Indonesia?

3. Akademisi 3. Bagaimana pandangan Saudara
terkait dengan perkembangan
cashback yang saat ini marak
digunakan sebagai sales
promotion pada industri e-
commerce?

4. Bagaimana pendapat Saudara
terkait dengan cashback, jika
dilihat dari sisi pelaku e-
commerce dan penerima
cashback?

5. Bagaimana potensi penerimaan
pajak atas cashback? Apakah
jumlahnya signifikan terhadap
tax revenue?

6. Jka iya, apakah diperlukan
ketentuan perpajakan khusus
yang mengatur mengenai
cashback khususnya pada
industri e-commerce?

7. Apakah terdapat rencana dari

DJP untuk merumuskan
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kebijakan perpajakan
khususnya  atas  transaksi
cashback, maka bagaimana
sebaiknya atas cashback ini

diperlakukan?

Kebijakan
Perpajakan
Atas Cashback
Yang Saat ini
Ada

1. Badan
Kebijakan
Fiskal

2. Direktorat
Peraturan
Perpajakan
Il

3. Akademisi

1. Apabila dilihat dari konsep

. Apabila  dilihat dari Sisi

saat ini?
. Jika tidak bagaiamana
seharusnya cashback

penghasilan (SHS Concept)
yang dianut di Indonesia, apakah
cashback yang diterima oleh
penerima cashback dapat
dikategorikan sebagai
penghasilan? Apakah
penerimaan yang berasal dari
cashback dapat menjadi salah
satu objek Pajak?

masyarakat, apakah cashback
merupakan penghasilan ditinjau
jika dilihat dari UU Pajak
penghasilan?

Saat ini terdapat 2 ketentuan
perpajakan terkait dengan pajak
penghasilan atas hadiah dan
penghargaan yaitu SE-
24/PJ/2018 dan PER-
11/PJ/2015. Apakah kedua
aturan tersebut telah cukup
mengakomodir perkembangan

transaksi cashback yang terjadi

diperlakukan?
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. Apakah sebelumnya pernah

Saat ini, belum ada ketentuan
perpajakan yang secara khusus
dan rijid mengatur mengenai
cashback, bagaimana ketentuan
perpajakan yang ada saat ini
apakah sudah dapat
mengakomodir terkait dengan
pemajakan atas cashback?
Perlukah peraturan pajak secara
khusus mengenai cashback di

Indonesia?

dilakukan perumusan kebijakan
perpajakan  khususnya yang
mengatur terkait dengan
cashback pada indutrsi e-
commerce? Jika pernah,

bagaimana perkembangan saat

ini?
Pandangagan Badan . Apabila cashback akan
Atas Alternatif Kebijakan dikenakan pajak, bagaimana
Kebijakan Fiskal alternatif kebijakan perpajakan
Perpajakan Direktorat yang paling efektif? Apakah
Atas Cashback Peraturan dipotong langsung oleh
Perpajakan perusahaan atau dihitung sendiri
Il oleh konsumen? Jika dipotong
3. Akademisi langsung kapan waktu
Pelaku e- pemotongannya?
commerce Bagaimana dengan sifatnya
Penerima apakah lebih tepat bersifat final
Cahsback atau non final?

Bagaimana penghitungan pajak

terutangnya, dilihat dari dasar
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pengenaan pajak dan tarif
pajaknya?

4. Apakah kendala-kendala yang
mungkin  muncul dari setiap
alternatif tersebut dilihat dari sisi
pelaku e-commerce maupun
masyarakat?

5. Apakah keuntungan dari setiap
alternatif  kebijakan tersebut
dilihat dari sisi pelaku e-
commerce, masyarakat maupun
negara?

6. Bagaimana tantangan yang akan
dihadapi baik oleh pemerintah,
masyarakat maupun pelaku e-
commerce atas penerapan
alternatif kebijakan yang

disampaikan?

Pemanfaatan Penerima 1. Seberapa sering anda melakukan
e-commerce Cashback pembelanjaan melalui e-
commerce?

2. Berapa jumlah wuang dalam
sebulan yang anda habiskan
untuk melakukan pembelanjaan
tersebut?

3. Apakah atas pembelanjaan

tersebut Saudara pernah
menerima promo berupa
cashback?

4. Berapa total cashback yang anda
dapatkan setiap kali melakukan

pembelanjaan?  Total dalam

sebulan?
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. Apakah dengan adanya promo

. Apakah atas cashback yang anda

berupa cashback, menjadikan
minat belanja Saudara menjadi

meningkat?

terima dapat digunakan kembali
untuk melakukan pembelanjaan

berikutnya?

Sales
Promotion dan
Perlakukan
Atas Cashback

Pelaku

commerce

e-

Bagaimana proses bisnis yang
dijalankan oleh Perusahaan
untuk mempertahankan
eksistensinya?

Bagaimana pengaruh sales
promotion bagi perusahaan
untuk tetap bersaing dengan
pihak lain? Posisi cashback
sebagai sales promotion seperti
apa persentasenya
dibandingkan bentuk promosi
lain?

Jenis sales promotion apa yang
diberikan oleh Perusahaan?
Bagaimana posisi cashback
sebagai salah satu sales
promotion yang diberikan
perusahaan?

Bagaimana mekanisme dan
prosedur pemberian cashback?
Selama ini atau dalam 1 tahun
berapa dana yang dikeluarkan
oleh Perusahaan dalam

pemberian cashback kepada
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konsumen  sebagai  bentuk

promosi?
Perlakukan Penerima 1. Apakah Saudara mengetahui
Atas Cashback | Cashback terkait dengan ketentuan
Dari Sisi cashback secara perpajakan?
Masyarakat 2. Apakah atas cashback yang

diterima tersebut pernah
dikakukan pemotongan pajak
oleh pihak e-commerce?

3. Apakah Saudara pernah
melaporkan penerimaan
cashback tersebut dalam SPT

tahunan?
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Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
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POLITEKNIK i, . .
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Lampiran  : Proposal Tesis
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Yth. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
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Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa

kami:
Nama ¢ Dewi Yuliany Saragih
NPM : 2141021070
Jurusan :  Administrasi Publik
Program Studi  : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi :  Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Formulasi Kebijakan Perpajakan Atas Pengahasilan yang

Diperoleh dari Cashback pada Transaksi E-Commerce

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Ibu.
Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Ibu berkenan memberi ijin
dan membantu mahasiswa kami tersebut wuntuk mendapatkan bahan-
bahanfdatafinformasi yang dibutuhkannya.
Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama [bu, kami ucapkan terima
kasih.

Tembusan:

1. Direktur Peliteknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;

3. Kaprodi Magister Terapan.

125



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

POLITEKNIK JI. Administrasi I Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
STIA LAN Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5320996
JAKARTA Email ; politeknik@stialan.ac.id, website : weav.stialan.ac.id

Nomor 1 SI0 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, \$ Maret 2023
Sifat : Biasa

Lampiran : Proposal Tesis

Hal : Permohonan Jjin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan

Politcknik STIA LAN Jakarta

Yth. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Jalan Jenderal Sudirman Kav 40-42, Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa
kami:

Nama :  Dewi Yuliany Saragih

NPM : 2141021070

Jurusan :  Administrasi Publik

Program Studi  : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi :  Manajemen Kebijakan Publik

Judul Tesis : Formulasi Kebijakan Perpajakan Atas Pengahasilan yang

Diperoleh dari Cashback pada Transaksi E-Commerce

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.
Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin
dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-
bahan/data/informasi yang dibutuhkannya, penelitian akan dilakukan di Direktorat
Peraturan Perpajakan II.
Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan
terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II;

3. Kajur Administrasi Publik;

4. Kaprodi Magister Terapan.

g.n Direktur
%o | Bidang Akademik,w-\
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Lampiran 3

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG FLM, ROTOMAMIPRODUO LANTAI 3. JALAN DR WAHIDIN MOSIOR L JARARTA 10790
TELEFON [I21) 3812203 FAKEMILE (021} 3B12TE3; SITUS www.fskal komenkau. gosd

SURAT KETERAMGAN
MOMOR KET-30/KF. 172023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama : Diini Kusumawati
Jabatan : Sekretans Badan
Menerangkan bahwa:

Marma : Dewi Yuliany Saragih
MIR 12141021070
Jurusan : Administrasi Publik

Perguruan Tinggi : Politeknlk STIA LAN Jakarta

telah melakukan risethvwawancara secara onfine pada hari Kamis, 4 Mei 2023 dengan narasumber
Femry Afl Andi, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan
Kebijakan Fiskal untuk penulisan Tugas Akhir dengan judul "Formulasi Kebijakan Perpajakan
atas Penghasilan yang Diperoleh dari Cashback pada Transaksi E-Commerce”,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Mei 2023
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal

Dini Kusumawati
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAM I

.';: Gadung Marfe Mohammad Lantai 11, dn Jenderal Gaiol Subrofe Ko 4042, Jakaria Eclatan

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-10/PJ.0301/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Mama . Sri Marjati

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, Direktorat Peraturan Perpajakan Il

dengan ini menerangkan bahwa:

MNama . Dewi Yuliany Saragih
MM c 2141021070
Jurusan . Administrasi Publik

Perguruan Tinggi  : Politeknik STIA LAN Jakarta

telah melakukan riset'wawancara pada har Kamis-Jumat, 4-5 Mei 2023 dengan narasumber
limiantioc Himawan, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh [l dan Hari
Santoso, Kepala Seksi Peratuan Pajak Penghasilan Badan |, Direktorat Peraturan Perpajakan Il
untuk penulisan Tugas Akhir dengan Judul “Formulasi Kebijakan Perpajakan atas Penghasilan

yang Diperoleh dari Cashback pada Transaksi E-Commerce”.

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Mei 2023
Kepala Subbagian Tata Usaha

Sri Marjati

)
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Lampiran 4

a.

b. Pendidikan Formal

Identitas Mahasiswa

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Agama

Jenis Kelamin
Nama Instansi
Jabatan

Alamat Rumah

Alamat Kantor

Email

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dewi Yuliany Saragih

Bogor, 3 Juli 1987

Kristen Protestan

Perempuan

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

IV, SubDirektorat
Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan I
Citragran, Cluster The Meadows, Blok L6 No. 20,

Pelaksana Seksi Advokasi

Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi
Jalan Gatot Subroto Kav 40-42, Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan

dewiyulianysaragih@gmail.com

Jenjang B Tahun
Pendidikan A Tempat Masuk | Keluar

Sekolah Dasar (SD) | SD Negeri | Jonggol 1993 1999
Jonggol I

Sekolah Menengah | SLTP Negeri 1 | Jonggol 1999 2002

Pertama (SMP) Jonggol

Sekolah Menengah | SMA Negeri 3 | Bogor 2002 2005

Atas (SMA) Bogor

Strata | Fakultas Hukum | Medan 2005 2009
Universitas
Sumatera Utara

Strata Il Magister Jakarta 2013 2015
Hukum
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mailto:dewiyulianysaragih@gmail.com

C.

d.

Universitas

Indonesia

Pendidikan Non-Formal

o Tahun
Nama Kursus Nama Institusi Tempat
Masuk | Keluar
Pendidikan Khusus | Faizal Hafied & | Jakarta 2010 2010
Profesi Advokat | Partner
(PKPA) Education of
Law

Riwayat Jabatan

Unit Organisasi Jabatan T™MT
SubBagian Umum Kepegawaian, | Pegawai 15/01/2014
Bagian Kepegawaian Diperbantukan
Bagian Perlengkapan Pelaksana 08/07/2014
SubBagian Penyimpanan dan | Pelaksana 15/08/2014
DistribusiSubBagian Penyimpanan
dan Distribusi, Bagian
Perlengkapan
Seksi Bantuan  Hukum |V, | Pelaksana 17/07/2017
Direktorat Peraturan Perpajakan Il
Seksi Advokasi 1V, Direktorat | Pelaksana 08/07/2019
Peraturan Perpajakan I
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